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ABSTRAK
Pemerintah menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah baik untuk perseorangan, badan hukum maupun tanah Pemerintah. Hal ini diamanatkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jaminan kepastian hukum termasuk diantaranya pendaftaran peralihan hak, baik secara jual-beli, waris, hibah ataupun lelang. Jual beli dilakukan antara penjual dan pembeli yang secara formil dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selain itu, dikenal juga penjualan lelang secara umum  yang dilakukan di Kantor Lelang. Pada prinsipnya jual beli lelang ini sama dengan jual beli pada umumnya. Bukti jual-beli lelang ini adalah Risalah Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang nilainya sama dengan putusan pengadilan, namun pada prakteknya masih dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. Dengan demikian perlu analisis yang mendalam mengenai lelang dengan identifikasi permasalahan mengenai : 1) kepastian hukum, 2) perlindungan hukum dan 3) akibat hukum pembatalan Risalah Lelang.
Spesifikasi penelitian tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta - fakta berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur - literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa Risalah Lelang sebagai bukti otentik yang dibuat di hadapan Pejabat Lelang mempunyai kekuatan yang sama dengan Akta Jual Beli dan mempunyai nilai eksekutorial yang sama dengan putusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, namun pada prakteknya tidak memberikan kepastian hukum kepada pemenang lelang.Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KPKNL dan dibuat oleh Pejabat Lelang, tidak memberikan perlindungan hukum kepada pemenang lelang, terbukti Risalah Lelang bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan.Akibat putusan pengadilan yang membatalkan Risalah Lelang, pemenang lelang tidak dapat menikmati hasil pembelian lelang, tidak dapat mendaftarkan balik nama sertipikat di Kantor Pertanahan dan tidak dapat melakukan eksekusi pengosongan sebagaimana diamatkan Pasal 200 ayat (11) HIR dan Pasal 218 ayat (2) RBG.
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ABSTRACT
The government guarantees the legal certainty of land ownership for individuals, legal entities and government land. This is mandated in article 19 of Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 about Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (The Basic Rules of Agrarian Principles). Legal certainty guarantees including registration of transfer of rights, whether by sale, inheritance, grant or auction. Sale and purchase is carried out between the seller and the buyer which is formally conducted in the presence of the Official Certifier of Tittle Deeds (OCTD. In addition, it is also known that general auction sales are conducted at auction offices. In principle, buying and selling this auction is the same buying and selling in general. Proof of sale and purchase of this auction is the minutes of the auction which is an authentic deed and has a slave : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(“For Justice Based On The Almighty God”) which has the same value as a court decision, but in practise it can still be overturned by court decision. Thus it requires in-depth analysis of the auction with identification of problems regarding of legal certainly, legal protection and due to the law canceling the auction minutes.
The specification of this thesis research is done by analytical descriptive manner namely describe the facts in the form of secondary data consisting of primary legal material (legislation),secondary legal material (doctrine) and tertiary legal material (public opinion). The method used in this research is the normative juridical approach, that is, legal research carried out by examining library materials or secondary data as a basis for research by carrying out a search of the rules and literature relating to the problem under study.
The results of the study concluded that the auction minutes as authentic evidence which made before an auction official has the same power as a sale and purchase certificate and has the same executorial value as court decisions that have legal force but in practice does not provide legal certainty to the auction winner. The minutes of auction issued by the component authority namely KPKNL and made by auction officials, does not provide legal certainty to the auction winner, it is proven that the minutes of auction can be canceled by a court decision. Due to a court decision canceling the minutes of the auction, the winner of the auction cannot enjoy the results of the auction purchase, can not register the certificate back in the land office and can not execute emptying as mandated by article 200 paragraph 11 HIR dan article 218 paragraph 2 RBG. 
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